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Andyka Yudha Satria Putra. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja 8 Agustus 2017 – 29 September 2017 (40 
hari kerja) Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk menambah pengalaman dan 
melatih diri untuk persiapan persaingan di dunia kerja nanti. Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Pendataan Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Koja. Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain : menyusun 
arsip berdasarkan kelurahan, merekap BPHTB 2017, input data SSPD, merekap proses 
mutasi PBB, menulis surat teguran pajak, survey objek pajak, scan berkas dan surat-
surat. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mengetahui bagaimana 
sistem pelayanan pajak yang ada di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja. 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Divisi Pendataan Unit Pelayanan Pajak 





















Andyka Yudha Satria Putra. Internship Report at Koja Regional Tax and Retribution 
Unit August 8, 2017 - September 29, 2017 (40 working days) Bachelor Degree of 
Management, Faculty of Economics, Jakarta State University. 
The Field Work Practice for Internee aims to increase experience and train yourself to 
prepare for competition in the world of work later. Internee implementing the Internship 
in the Data Collection Division of Koja Regional Tax and Retribution Unit. 
Assignments to Internee include: compiling archives by urban village, recaping BPHTB 
2017, SSPD data input, recaping the UN mutation process, writing tax letters, tax 
object surveys, file and letters scans. From the implementation of this Internship, 
Internee know how the system of tax services in the Koja Regional Tax and Retribution 
Unit. 
 
Keywords: Internship, Data Collection Division of Koja Regional Tax and Retribution 
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A. Latar Belakang PKL 
Perguruan tinggi merupakan suatu institusi pendidikan yang diharapkan 
mampu mencetak sarjana-sarjana penerus generasi bangsa yang sanggup 
menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif. Dalam rangka 
menciptakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kemampuan serta keahlian 
yang cukup, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan 
Tinggi Negeri yang ada di Jakarta berusaha membentuk dan melatih tenaga-
tenaga profesional untuk siap terjun ke dunia kerja.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa S1 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain untuk 
memenuhi kewajiban akademik, diharapkan kegiatan PKL dapat menjadi 
jembatan penghubung antara dunia industri dengan dunia pendidikan serta dapat 
mendapat pengetahuan tentang dunia industri. Sehingga mahasiswa mampu 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat setelah lulus dari Universitas 
Negeri Jakarta.  
Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 





yang telah dipelajari di bangku kuliah. Selain itu, untuk jangka panjang 
diharapkan setelah pelaksanaanya, mahasiswa dapat menjadi tenaga kerja 
yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi tenaga 
kerja yang profesional. 
Pada kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh praktikan, praktikan 
diberikan kesempatan untuk melaksanakan PKL pada Institusi Pemerintah yaitu 
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja. Praktikan ditempatkan pada 
Divisi Pendataan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja. Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja (UPPRD) merupakan bagian dari 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Koja (BPRD) yang melayani pajak daerah di 
tingkat Kecamatan. 
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah Koja (UPPRD) mempunyai 
tugas untuk melakukan pelayanan pajak daerah di tingkat Kecamatan kepada 
Wajib Pajak secara langsung. Jenis pajak daerah yang dilayani oleh Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja (UPPRD) adalah Pajak PBB-P2, 
BPHTB, Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan juga pelayanan 











B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 
pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan diri 
Praktikan. 
b) Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab Praktikan dengan 
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
c) Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat 
Praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu  UPPRD Koja. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a) Merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi Mahasiswa S1 Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b) Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan di dunia kerja. 
c) Melatih mahasiswa untuk lebih disiplin dan bertanggungjawab 
dalam melaksanakan tugasnya di dalam dunia pekerjaan. 
d) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan 






e) Membina kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan instansi 
pemerintah atau swasta dimana mahasiswa melaksanakan praktik kerja 
lapangan. 
f) Membangun hubungan yang baik antara instansi tempat PKL dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
C.  Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di UPPRD Koja diharapkan antara lain : 
1. Bagi Praktikan: 
a) Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b) Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 
dan mendapatkan pengalaman baru yang belum diperoleh dari 
pendidikan formal. 
c) Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian yang sangat 
diperlukan pada dunia kerja. 
d) Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 
kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 
e) Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan  yang belum 
dikuasai praktikan dalam bidang keuangan, untuk selanjutnya praktikan 





2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a) Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan instansi dalam 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang akan datang.  
b) Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas. 
c) Memperkenalkan  Fakultas Ekonomi UNJ kepada instansi pemerintahan 
maupun perusahaan. 
3. Bagi UPPRD Koja: 
a) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan  bermanfaat 
bagi UPPRD Koja dan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
b) Perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan 
bidangnya dan berwawasan akademik dari praktik kerja perusahaan. 
c) Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi.  
D. Tempat  PKL 
Nama Instansi      : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja 
Alamat  : Jl. Plumpang Semper No. 41 Jakarta Utara 
Telepon         : (021) 22430174 atau 0812-85332135 
Website      : http://bprd.jakarta.go.id 
Alasan Praktikan memilih PKL di UPPRD Koja karena Praktikan ingin 
mempelajari tentang Pajak Daerah serta System Pelayanan Pajak Daerah seperti 





dan Pajak Air Tanah (PAT) di masing-masing kecamatan/kelurahan. Selain itu, 
dengan pelaksanaan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah juga 
memberikan bekal kepada Praktikan untuk dapat bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil di instansi pemerintahan di bagian keuangan sesuai dengan 
konsentrasi manajemen keuangan yang diambil Praktikan. 
 
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 
Jadwal waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian 
tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut 
antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL yang tepat. Dimulai 
dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada pihak BAAK Universitas 
Negeri Jakarta yang ditujukan kepada BPRD sebagai kantor pusat. 
Setelah surat jadi, praktikan segera mendatangi kantor pusat BPRD untuk 
menyampaikan surat tersebut. Setibanya di kantor pusat BPRD, praktikan 
dipersilahkan untuk menemui Bapak Kunto selaku bagian Kepegawaian BPRD, 
kemudian praktikan ditanya berasal dari daerah mana untuk ditempatkan di 






Kemudian praktikan disuruh menunggu satu minggu untuk mengambil 
surat diterimanya PKL yang dimulai tanggal 8 Agustus 2017. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Koja. Praktikan 
melaksanakan PKL selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 8 
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017. 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jumat, mulai 
pukul 07.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam yaitu pukul 
12.00 – 13.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah 
satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan 
selama masa PKL di UPPRD Koja. Data-data yang diambil praktikan diperoleh 










TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan 
tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada 
waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah 
berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan 
kondisi pada waktu itu. Sampai pada tahun 1966 unit kerja yang menangani 
pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah 
satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomer 5 tahun 1974 
pokok-pokok pemerintahan didaerah yang menetapkan bahwa pembentukan 
susunan organisasi dan formasi Dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka 
dikeluarkan Peraturan Daerah nomer 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 
tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 
Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak 
dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 84 tahun 1995 tentang 
pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka 





tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI 
Jakarta. 
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah nomer 9 tahun 1995 tersebut, 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomer 1926 
tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan 
sub-bagian di linkungan Dinas Pendapatan DKI Jakarta. Diberlakukannya 
undang-undang nomer 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat 
daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di 
DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk 
Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah 
nomer 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. 
Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta 
menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti 
Peraturan Daerah nomer 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah 
Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomer 34 tahun 2009 





Seiring perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas 
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi 
dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya 
melakukan pelayanan pajak daerah.  
Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini 
dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi 
daerah. 
Tugas, Pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani 
masyarakat akan mengalami perubahan. Di tingkat Kecamatan selama ini 
dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan 
berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah (UPPRD). 
1. Jenis Pelayanan Pajak 
UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya 
dilakukan oleh UPPD yaitu: 







4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT) 
Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak: 
5. Pajak Hotel 
6. Pajak Restoran 
7. Pajak Parkir 
8. Pajak Hiburan 
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 
Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah 
nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi 
(SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan 
pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding 
untuk semua jenis pajak yang berada diwilayah Kota tersebut. 
Bidang Pengendalian di kantor pusat Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
di Jalan Abdul Muis nomor 66 Jakarta Pusat mengkoordinasikan: 
10. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 
11. Pajak Rokok 
12. Retribusi Daerah 
Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat di 5 wilayah Kota 
akan tetap melayani: 





14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
Berubahnya organisasi tentu diharapkan tidak mengurangi atau 
menghalangi pelayanan. Untuk itu akan dilakukan masa transisi pelayanan dari 
tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2016. 
Setelah tanggal 1 Ferbuari 2016 maka semua pelayanan akan 
dilaksanakan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) tingkat 
Kecamatan sedangkan Suku Badan di lima wilayah tidak melakukan pelayanan 
kepada Wajib Pajak secara langsung. 
Pada prinsipnya pelayanan yang kami berikan tetap berjalan lancar dan 
baik sesuai harapan dan keinginan yang diharapkan masyarakat. 
2. Tugas UPPRD 
UPPD juga mempunyai tugas pendataan dan pendaftaran obyek pajak 
baru untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir. Diharapkan dengan 
perbaikan layanan fisik dengan gedung dan fasilitas yang baru, maka tugas dan 
fungsi kantor UPPRD semakin baik adanya dan makin mendekatkan diri kepada 
masyarakat.  
Sebelum nya kantor UPPRD Koja berlokasi di Gedung Kecamatan Koja 
Lt. 4, Jl. Mangga No. 1, namun semenjak 2016 kantor UPPRD pindah ke Jln. 
Kavling dan mempunyai gedung baru 3 lantai yang beralamat di Jalan Plumpang 
Semper No. 41, Kavling Sudin Tenaga Kerja Jakarta Utara. Kantor UPPD Koja 





Kelurahan Koja Utara, Koja Selatan, Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, 
Tugu Utara, Tugu Selatan dan Kelurahan Lagoa. 
 
3. Visi UPPRD 
Pelayanan professional dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. 
4. Misi UPPRD 
1. Mewujudkan Perencanaan Pelayanan Pajak Daerah yang Inovatif. 
2. Menjamin Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah dan 
Melaksanakan Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah serta 
Menyelesaikan Permasalahan Hukum Pajak Daerah. 
3. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi dalam Kegiatan 
Pelayanan Pajak Daerah. 
4. Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sarana Prasarana 
Perpajakan Daerah, Pengelolaan Keuangan sert Perencanaan 
Anggaran dan Program Dinas. 
5. Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah. 








B. Struktur Organisasi 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi UPPRD 
Sumber: dikelola oleh praktikan 
1. Tugas dan Fungsi Tiap Struktur Organisasi: 
a. Kepala Unit UPPD : 
 Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPD. 
 Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub bagian, Seksi dan Sub 
kelompok Jabatan Fungsional. 
 Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja 





atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPD. 
 Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPD. 
b. KA. Sub Bagian Tata Usaha : 
 Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
 Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana 
strategis UPPD. 
 Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD. 
 Menyiapkan surat tugas pendataan, pemeriksaan dan pengawasan 
di wilayah kerja UPPD. 
 Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. 
 Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan. 






 Melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan 
acara UPPD. 
 Melaksanakan publikasi kegiatan UPPD. 
 Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas UPPD. 
 Menyiapkan bahan laporan UPPD yang terkait dengan tugas Sub 
Bagian Tata Usaha. 
 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Tata Usaha. 
c. KA. Sat. Pendataan dan Pelaksana Pelayanan : 
 Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
 Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 Melaksanakan pendataan, pengumpulan data perpajakan daerah. 
 Menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan 
pendaftaran Wajib Pajak Daerah. 
 Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengelolaan dan 
pengamanan basis data informasi pajak daerah. 
 Melaksanakan verifikasi dan pengesahan pembayaran Pajak 





 Menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P) sesuai kewenangannya. 
 Membuat salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan (PBB-P) sesuai kewenangannya. 
 Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan 
Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) termasuk Nomor Objek 
Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2). 
 Membuat risalah dan nota perhitungan Pajak Daerah terutang. 
 Menghitung dan memperhitungkan Pajak Terutang. 
 Menyusun buku induk pajak daerah untuk wilayah kerja UPPD. 
 Menyusun laporan jumlah ketetapan pajak daerah. 
d. KA. Penagihan : 
 Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
 Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah. 
 Menerima, meneliti dan menatausahakan Surat Setoran Pajak 





BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 
 Menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang 
dipersamakan dengan surat teguran pembayaran pajak daerah. 
 Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
 Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah 
 Melaksanakan proses keberatan, banding dan sengketa pajak 
sesuai kewenangan. 
 Melaksanakan pemantauan pembayaran wajib pajak. 
 Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah. 
 Membuat usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan 
pemeriksaan. 
 Melaksanakan verifikasi pembayaran SSPD BPHTB dari Wajib 
Pajak dengan SSPD BPHTB dari Bank. 
 Melaksanakan verifikasi bukti pembayaran SSPD dengan 
SPTPD. 
 Menyusun laporan pembayaran dan tunggakan pajak daerah. 
 Melaksanakan penyimpanan dokumen penagihan pajak daerah. 
 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 
pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Penagihan. 
 Menyiapkan bahan laporan UPPD yang terkait dengan 





 Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Seksi Penagihan. 
e. Staff Pelayanan : 
 Melayani masyarakat WP (Wajib Pajak). 
 Memberikan penejelasan dan keterangan kepada WP. 
 Menyerahkan dokumen ke OC (Operating Computer). 
f. Staff Penagihan : 
 Mengecek lapangan dan mendatangi alamat wajib pajak. 
 Memberikan surat teguran atau tagihan kepada WP melalui 
kantor kelurahan. 
g. Staff OC (Operating Computer) 
 Mengecek dokumen dari NOP (Nomor Objek Pajak). 
 Mengontrol pemasukan pajak dari sistem komputer khusus OC. 
 Menghitung biaya pajak dan tagihan pajak dari setiap Wajib Pajak. 
h. Staff Tata Usaha 
 Membuat surat keluar seperti surat teguran, surat tunggakan. 
 Menginput data pemasukan objek pajak. 
C. Kegiatan Umum UPPRD Koja 
Kegiatan yang ada di UPPRD Koja antara lain: 
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;  
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;  





4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah; 
5. Pendataan retribusi daerah; 
6. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah; 
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 
daerah; 
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah; 
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD; 
10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan; 
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup 
kecamatan; 
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD; 
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD;dan 
















PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan ditempatkan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Koja, bagian dari Unit Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 
Praktikan tidak ditempatkan secara spesifik di divisi tertentu. Selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan diberikan pekerjaan 
oleh beberapa pegawai dari berbagai divisi yang ada di Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah Koja. Ada yang dari Divisi Penagihan, Divisi Pendataan 
hingga Divisi Pelayanan. 
Adapun pekerjaan yang dilakukan Praktikan antara lain: 
a. Menyusun arsip/berkas berdasarkan kelurahan yang ada di daerah Koja. 
b. Merekap BPHTB 2017. 
c. Menginput data SSPD berdasarkan jenis pajak. 
d. Menulis Surat Teguran Pajak Parkir dan Pajak Reklame. 
e. Merekap Proses Mutasi PBB. 
f. Survey Objek Pajak ke beberapa kelurahan yang ada di Koja. 
g. Scan beberapa surat-surat dan berkas yang masuk ke Unit Pelayanan 







B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL dimulai pada hari Selasa, 8 Agustus 2017. 
Praktikan ditempatkan di Bagian Pendataan. Di lokasi PKL, Praktikan di 
bimbing dan diarahkan oleh beberapa pegawai Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Koja. Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL, 
seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera secara 
terpirinci di lampiran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas-tugas yang 
Praktikan kerjakan selama PKL: 
1. Menyusun arsip/berkas berdasarkan Kelurahan yang ada di daerah Koja. 
Pekerjaan awal Praktikan saat masuk PKL adalah menyusun arsip/berkas 
berdasarkan Keluruhan yang ada di Daerah Koja tersebut. Seperti yang sudah 
kita ketahui, Kelurahan yang berada di Daerah Koja ada tujuh kelurahan. 7 
kelurahan tersebut antara lain: 
a. Tugu Selatan dengan kode 001. 
b. Tugu Utara dengan kode 003. 
c. Lagoa dengan kode 004. 
d. Koja (Koja Utara dan Koja Selatan) dengan kode 005. 
e. Rawa Badak Utara dengan kode 007. 
f. Rawa Badak Selatan dengan kode 008. 
Saat menyusun arsip/berkas tersebut terdapat beberapa arsip/berkas 
dengan sampul file berwarna biru. Itu menandakan bahwa arsip/berkas tersebut 





Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan 
Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau 
Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek 
Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah). 
 




2. Merekap BPHTB 2017. 
Pekerjaan selanjutnya yaitu merekap BPHTB 2017. Praktikan diberikan 
tugas oleh Bu Desy untuk menginput data BPHTB 2017 dengan menggunakan 





1. Praktikan diberikan arsip/berkas Wajib Pajak (WP) dari beberapa 
kelurahan. 
2. Kemudian membuka program Ms. Excel pada computer. 
3. Membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk menginput data 
BPHTB 2017 pada masing-masing kelurahan. 
4. Mengisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan arsip/berkas masing-
masing kelurahan. 
5. Mengecek kembali apakah data yang di input sesuai dengan data 
yang ada pada arsip/berkas tersebut. 
6. Save. 
 
Gambar III.2 REKAP BPHTB 2017 






3. Menginput Data SSPD berdasarkan Jenis Pajak. 
SSPD atau singkatan dari Surat Setoran Pajak Daerah adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 
Praktikan diberikan tugas oleh Bu Dewi untuk menginput data SSPD 
dengan menggunakan program Ms. Excel, berikut merupakan tahapan 
pengerjaan tugas: 
1. Praktikan diberikan berkas dari beberapa jenis Pajak, antara lain 
Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. 
2. Kemudian membuka program Ms. Excel pada computer. 
3. Membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk menginput data 
SSPD pada masing-masing jenis Pajaknya. 
4. Mengisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan berkas masing-masing 
jenis Pajaknya dan juga bulan Pajaknya. 
5. Mengecek kembali apakah data yang di input sesuai dengan data 







Gambar III.3 Data SSPD 
Sumber: dikelola oleh praktikan 
 
4. Menulis Surat Teguran Pajak Parkir dan Pajak Reklame. 
Bu Dewi memberikan tugas kepada Praktikan untuk menulis Surat 
Teguran Pajak Parkir dan Pajak Reklame ke buku file dari masing-masing jenis 
Pajaknya. 
Didalam Surat Teguran tersebut terdapat beberapa data, seperti didalam 
Surat Teguran Pajak Reklame ada Tanggal masuk Surat, Nama Perusahaan, 
Alamat Perusahaan, Nomor Surat Teguran, Nomor SKPD, Tanggal SKPD, Teks 
Reklame, Luas Reklame, Tanggal SKPD Berakhir dan Alamat Pemasangan. 





seperti Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nomor SKPD, Nomor Surat 
Teguran beserta Tanggal masuk suratnya. 
 
Gambar III.4 Surat Teguran Pajak Reklame 
Sumber: dikelola oleh praktikan 
5. Merekap Proses Mutasi PBB. 
Dalam pekerjaan ini, Praktikan diberi tugas oleh Bu Dewi untuk merekap 
Proses Mutasi PBB ke dalam program Ms. Excel. Berikut merupakan tahapan 
tugasnya: 
1. Praktikan diberikan berkas dari beberapa kelurahan. 





3. Membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk merekap Proses 
Mutasi PBB pada masing-masing kelurahan. 
4. Mengisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan berkas masing-masing 
kelurahan. 
5. Mengecek kembali apakah data yang di input sesuai dengan data 
yang ada pada berkas tersebut. 
6. Save. 
 
Gambar III.5 Merekap Proses Mutasi PBB 






6. Survey Objek Pajak ke beberapa Kelurahan yang ada di Koja. 
Praktikan diajak oleh Bapak Slamet selaku KA. Sat. Pendataan untuk 
Survey Objek Pajak ke beberapa kelurahan yang ada di daerah Koja. 
Tugas ini sangat menyenangkan menurut Praktikan, karena disini 
Praktikan bisa melihat kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di daerah Koja di 
setiap masing-masing kelurahan dan juga melepas lelah karena Praktikan selalu 
duduk di ruangan ber-AC untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
Dalam hal ini, Praktikan membantu Bapak Slamet melakukan Survey 
Objek Pajak BPHTB dengan memotret lokasi Objek Pajak yang kita datangi dan 
nantinya Bapak Slamet menyesuaikan data yang ada dengan kondisi di lapangan 
juga didalam hal ini Praktikan bisa melihat bagaimana cara mengukur luas 
bangunan yang dilakukan Bapak Slamet guna disesuaikan dengan data yang ada. 
Setelah kita melakukan survey, nantinya Bapak Slamet akan membuat 
Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan BPHTB yang nantinya bisa 






Gambar III.6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Sederhana 
Sumber: KA. Sat. Pendataan 
7. Scan beberapa surat-surat dan berkas yang masuk ke Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Koja. 
Tugas ini diberikan hampir setiap hari selama Praktikan melakukan PKL 
di UPPRD Koja. 
Surat-surat dan berkas yang akan di scan biasanya surat-surat yang 
berbau undangan rapat, surat keterangan ijin masuk kantor, absensi para 
karyawan, berkas Wajib Pajak seperti formulir SSPD, tanda terima setoran bayar 





Surat-surat dan berkas tersebut di scan sebagai arsipan kantor UPPRD 
Koja jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 
 
Gambar III.7 Contoh Undangan yang akan di scan 
Sumber: UPPRD Koja 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan PKL, Praktikan memiliki beberapa kendala yang 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKL tersebut. Adapun kendala yang 
dihadapi oleh Praktikan antara lain: 
1. Pada saat awal PKL, Praktikan mengalami kesulitan dalam hal 
berkomunkasi serta beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 





mengenal baik sifat para karyawan ditempat tersebut sehingga 
menyulitkan Praktikan untuk bersosialisai dengan mereka dan 
meminta penjelasan mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 
2. Pemberian tugas yang tidak rutin dan tidak sistematis menyebabkan 
Praktikan akan sangat sibuk dalam satu waktu dan di waktu lain 
Praktikan tidak mendapat tugas apapun. Hal ini mungkin disebabkan 
karena instansi belum mempunyai suatu program khusus untuk 
mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Walaupun terdapat kendala yang dihadapi Praktikan selama 
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di UPPRD Koja tetapi Praktikan dapat 
menyelesaikan PKL dengan baik dan lancer. Adapun cara Praktikan mengatasi 
kendala-kendala selama melaksanakan PKL di UPPRD Koja yaitu: 
1. Pengertian Human Relations menurut Musanef adalah: “segala hubungan 
baik yang bersifat formal maupun informal yang dijalankan oleh atasan 
terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan, oleh atasan 
terhadap atasan dalam usaha memupukkan suatu kerjasama yang intim 
dan selaras guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan”. (Musanef 
1996 : 75).1 Dengan melihat teori tersebut, praktikan memandang bahwa 
praktikan harus dapat berinteraksi dengan karyawan yang lain guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 






2. Dalam mengatasi permasalahan kendala pemberian pekerjaan yang 
diberikan tidak sistematis dan rutin dapat diatasi Praktikan dengan 
berinisiatif meminta tugas agar tidak ada waktu yang dihabiskan 
dengan berdiam diri saja. Praktikan tidak hanya menunggu diberi 
tugas, akan tetapi juga menanyakan dan menawarkan bantuan ke 
pegawai lain. Menurut Utami Munandar, Inisiatif adalah kemampuan 
untuk menemukan beebrapa kemungkinan jawaban dari suatu masalah 
berdasarkan atas informasi dan data yang tersedia, dimana penekannya 























Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja. Setelah selesai, Praktikan 
mendapatkan wawasan dan pengalaman baru mengenai dunia kerja. Beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil oleh Praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama 
kurang lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2017 
hingga 29 September 2017. 
2. Praktikan mengetahui dan memahami lingkungan kerja yang ada di 
UPPRD Koja. 
3. Praktikan memperoleh banyak pembelajaran yang tidak bisa didapat 
di bangku perkuliahan selama PKL berlangsung. 
4. Praktikan mengetahui dan memahami bagaimana system pelayanan 
pajak daerah. 
B. Saran 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Jakarta dengan pelaksanaan di Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Koja, maka Praktikan ingin memberikan saran dan masukan 
yang semoga bermanfaat bagi instansi, universitas, dan para mahasiswa yang 





1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Diharapkan Universitas Negeri Jakarta khususnya Program 
Studi S1 Manajemen, untuk memberikan bimbingan atau 
pengarahan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
agar mahasiswa lebih terarah dan siap dalam melaksanakan 
PKL. 
b. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas 
Ekonomi ada baiknya memberikan beberapa rekomendasi 
tempat PKL kepada mahasiswa di perusahaan-perusahaan 
ataupun instansi-instansi yang bekerjasama dengan UNJ atau 
sebelumnya ada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang pernah 
PKL di sana. 
2. Saran untuk Mahasiswa 
a. Sebelum pelaksanaan PKL dimulai, sebaiknya mahasiwa 
sudah mengetahui bidang kerja yang akan ditempuh selama 
praktik kerja lapangan agar tidak bingung ketika pelaksanaan 
nantinya. 
b. Menjadi mahasiswa yang aktif dan cepat beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
c. Harus cepat dan tanggap dalam melakukan segala rangkaian 





d. Cari koneksi sebanyak mungkin untuk mempermudah dalam 
mendapatkan tempat PKL. 
3. Saran untuk UPPRD Koja 
a. Diharapkan UPPRD Koja meningkatkan bagian Pelayanan 
yang melayani Wajib Pajak (WP) dengan merekrut karyawan 
baru yang ramah dan memiliki pengetahuan tentang Pajak 
Daerah, karena praktikan melihat masih kekurangan orang 
untuk bagian melayani para Wajib Pajak (WP) ini sehingga 
karyawan yang bukan dibagian tersebut tidak terganggu lagi 
















http://sainsdragonel.blogspot.co.id/2016/03/pendapat-ahli-human-relationsuatu.html   
(Diakses tanggal 23 Oktober 2017) 
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-inisiatif/  (Diakses tanggal 23 
Oktober 2017) 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/133108-SK%200112010%20Abd%20a%20...pdf   (Diakses 
tanggal 21 Oktober 2017) 








































































































Daftar Kegiatan Selama PKL 
 
 
 
47 
 
 
 
48 
 
 
 
 
